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JUDUL DOKUMEN

NO. DOKUMEN

PENERIMAAN

TANGGAL

PARAF

SOP PELAYANAN
INFORMASI

W17.U/01/PMPT/SOP-HK/2021

SOP SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PENGGUNA
LAYANAN PENGADILAN

W17.U/02/PMPT/SOP-HK/2021

SOP KEARSIPAN BERKAS
PERKARA

W17.U/03/PMPT/SOP-HK/2021

SOP PEMINJAMAN ARSIP
BERKAS PERKARA

W17.U/04/PMPT/SOP-HK/2021

SOP PENYUMPAHAN
ADVOKAT

W17.U/05/PMPT/SOP-HK/2021

SOP PENANGANAN
PENGADUAN
BERDASARKAN INISIATIF
SENDIRI

(PASAL 7 PERMA NOMOR 9
TAHUN 2016)

W17.U/06/PMPT/SOP-HK/2021

SOP PENANGANAN
PENGADUAN
BERDASARKAN DELEGASI
BAWAS

W17.U/07/PMPT/SOP-HK/2021

SOP PEMBUATAN LAPORAN
PERKARA TAHUNAN
(BULANAN/ 4 BULANAN/ 6
BULANAN)

W17.U/08/PMPT/SOP-HK/2021

SOP PEMBERIAN
INFORMASI DENGAN
KEBERATAN

W17.U/09/PMPT/SOP-HK/2021

15 Juli 2021
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PENGADILAN TINGGI

PONTIANAK
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak,
Kalimantan Barat
Telp.: (0561) 732065
Fax : (0561) 732065
Email : pengadilantinggipontianak@ gmail.com

Nomor Dokumen

W17.U/01/PMPT/SOP-HK/2021

Tanggal Pembuatan

09 Februari 2017

Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Revisi Ke 05
Tanggal Efektif 15 Juli 2021

Website : www.pt-pontianak.go.id

Disahkan Oleh

KETUA PT. PONTIANAK

SOP PELAYANAN INFORMASI

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan

Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif.
TANGGAL

15 4uii 2021

DIBUAT

PANITERA MUDA HUKUM

DIKENDALIKAN
DOCUMENT CONTROL

STAMP/ STEMPEL

APRIANTI, S.H.

SUBARI, S.H.

NP
" DIPERIKSA

19710403 199003 2 002

197202201 99403 1 002

DISETUJUI

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

Ml

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

boesr

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

195 [%0404 198403 1 002

19550222 198303 1 002

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,
dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak 78124

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
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PENGADILAN TINGGI Nomor Dokumen W17.U/01/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065 S
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
Email : pengadilantinggipontianak@gmail.com .
Website WWW.pt-pontianak.do.id Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP PELAYANAN INFORMASI

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI
REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 2-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

TANGGAL

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)
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MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP : 1182/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN | : 12 Desember 2018
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2019

DISAHKAN OLEH AE ‘w:ktur Jenderal
Hg‘ Peradilan Umum

e
K

ANTORO

NAMA SOP \ OF PEL MAN PEMBERIAN INFORMASI
Avpgm;w

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSAN\-—/
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang | 1. S-3 Hukum

Keterbukaan Informasi Publik 2. 8-2 Hukum
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang | 3. S-1 Hukum

Pelayanan Publik 4. S-1 Sistem Komputer
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik | 5. SLTA

Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

4. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi
Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar
Meja Informasi di Pengadilan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Kepaniteraan Pidana
SOP Kepaniteraan Perdata
SOP Kepaniteraan Hukum
SOP Kepaniteraan Tipikor.

FUOYhY =

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Register Permohonan Informasi
Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya

O .00 Rt

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Penanggung P PTD & |Atasan ppip| Persyaratan/ Waktu Output
Petugas PTSP [Jawab Informasi (S:l:':eg:s) Perlengkapan
1. | Menerima permohonan - Formutir 15 Menit Permohonan
:nformasi baik secara permohonan Informasi
angsung maupun -KTP / Bukti
secara tidak langsung C) Diri
dan meminta identitas
diri dan rincian - Komp uter
informasi yang - Buku register
dibutuhkan - ATK
2. | Mencatat permohonan - Permohqnan 10 Menit Permohonan
informasi dalam mformggu Informasi
register - Data diri tercatat dalam
aem_o:\on register
- Register
3. Menyiadpkan informasi - re;rmoho_nan 60 Menit Informasi yang
sesuai dengan nformasi tersedia
permintaan pemohon - Data diri
> pemohon
- Informasi
yang tersedia
4 | Menyerahkan informasi - Informasi 15 Menit Tanda terima
melalui PTSP yang tersedia
< - Biaya
fotokopi
5 | Arsip - Berkas 15 Menit Berkas
permoho_nan diarsipkan
informasi dengan rapi
. - Keberatan
»” atas
penolakan
- Surat
jawaban
atasan PPID

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN TINGGI

PONTIANAK
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak,
Kalimantan Barat
Telp.: (0561) 732065
Fax : (0561) 732065
Email : pengadilantinggipontianak@ gmail.com

Nomor Dokumen

W17.U/02/PMPT/SOP-HK/2018

Tanggal Pembuatan

09 Februari 2017

Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Revisi Ke 05
Tanggal Efektif 15 Juli 2021

Website : www.pt-pontianak.go.id

Disahkan Oleh

KETUA PT. PONTIANAK

SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan

Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif.
TANGGAL

/1511;1?29{1

DIBUAT

PANITERA MUDA HUKUM

DIKENDALIKAN
DOCUMENT CONTROL

STAMP / STEMPEL

APRIANTI, S.H.

SUBARI, S.H.

NP
' DIPERIKSA

19710403 199003 2 002

197202201 99403 1 002

DISETUJUI

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

o

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

boesr

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

195 [%0404 198403 1 002

19550222 198303 1 002

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,
dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak 78124

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
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PENGADILAN TINGGI Nomor Dokumen W17.U/02/PMPT/SOP-HK/2018

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065 S
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
Email : pengadilantinggipontianak@gmail.com .
Website WWW.pt-pontianak.do.id Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI TANGGAL

REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 2-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)
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MAHKAMAH AGUNG RL.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP 1179/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI i

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2019

DISAHKAN OLEH

L irektur Jenderal
/VbPeradilan Umum
VA \

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

ST PEREDY .:,'
KUALIFIKAS] PELAKSANASS ==~

1. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara
Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

bl
@)
@

SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Hukum

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka indeks kepuasan
masyarakat tidak dapat diukur

Questioner Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Harian

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim Survey Ket
. Panmud . . Persyaratan /
Hukum Sekretaris| Panitera l\:l(:s‘;;?:i:t WKPT KPT Perlengkapan | Waktu Output
1 | Menyusun rencana - Proposal 60 Jadwal Pengukuran
program Survey menit  |Pelaksanaan|Kepuasan
Pelaksanaan survey - Data Survey dan | Pelanggan
kepuasan masyarakat. pendukung biaya dilakukan
~ Hasil survey minimal 6
sebelumnya (enam)
- Form bulan sekali .
questioner
- Konsep jadwal
pelaksanaan
2 | Memeriksa rencana - Rencana 30 Rencana
program pengukuran Tidak program menit  |program
Indeks Kepuasan pengukuran pengukuran
Masyarakat dan Indeks Indeks
memberikan paraf Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
- ATK yang telah
diparaf
Memberikan - Proposal 30 Persetujuan
3 | persetujuan Ya - Survey menit pelaksanaan
pelaksanaan survey '\ - Data survey IKM
Kepuasan masyarakat pendukung
yang
diperlukan
untuk
melakukan
survey
- ATK
4 | Membuat SK Tim - Persetujuan 30 - SK Tim
Survey Kepuasan pelaksanaan Menit | Survey
Masyarakat survey
5 Mempersiapkan y - SK Tim Survey | 60 - Form
sarana dan prasarana - Proposal menit | Kuisioner
pelaksanaan survey Survey - Penetapan
- Quesioner respenden
- Menentukan dan jumlah
Responden nya
6 | Mendistribusikan Form 20 hari Questioner
questioner questioner rudah terbagi
ATK
7 | Mengumpulkan hasil y Form 5 hari uestioner
questioner, mengolah, questioner elah terkum
menganalisis dan sudah terisi ul
menetapkan IKM ATK
8 | Menetapkan Hasil y  Laporan hasil | 60 |Laporan
Survey Kepuasan analisa menit Hasil
Masyarakat - Data Analisa IKM
pendukung
9 | Membuat konsep - Konsep surat | 60 Surat
surat pengantar pengantar menit pengantar
laporan hasil survey - Hasil analisa aporan hasil
ke Badilum survey urvey
- ATK
10 | Menandatangani surat o - Surat 30 Surat
pengantar laporan pengantar menit | pengantar
hasil survey - Hasil analisa hasil survey
survey sudah
- ATK ditanda
tangani
11 | Mengirimkan hasil - Surat 30 Tanda
survey ke Ditien < pengantar menit Pengiriman
Badilum dan Menpan - Hasil survey
RB dan analisanya
+ Data
pendukung
- Checklist data
survey
- ATK
12 | Mengarsipkan hasil y - Surat Data
survey kepuasan (j pengantar Survey
masyarakat - Hasil survey tersimpan
dan analisanya dalam arsip
- Data
pendukung
- Checklist data
survey
- ATK

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN TINGGI

PONTIANAK
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak,
Kalimantan Barat
Telp.: (0561) 732065
Fax : (0561) 732065
Email : pengadilantinggipontianak@ gmail.com

Nomor Dokumen

W17.U/03/PMPT/SOP-HK/2021

Tanggal Pembuatan

09 Februari 2017

Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Revisi Ke 05
Tanggal Efektif 15 Juli 2021

Website : www.pt-pontianak.go.id

Disahkan Oleh

KETUA PT. PONTIANAK

SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan

Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif.
TANGGAL

/rﬂ’ﬁszezg

DIBUAT

PANITERA MUDA HUKUM

DIKENDALIKAN
DOCUMENT CONTROL

STAMP / STEMPEL

APRIANTI, S.H.

SUBARI, S.H.

TONIP
~ DIPERIKSA

19710403 199003 2 002

197202201 99403 1 002

DISETUJUI

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

o

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

boesr

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

195 [%0404 198403 1 002

19550222 198303 1 002

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,
dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak 78124

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
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PENGADILAN TINGGI Nomor Dokumen W17.U/03/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065 S
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
Email : pengadilantinggipontianak@gmail.com .
Website WWW.pt-pontianak.do.id Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP KEARSIPAN BERKAS PERKARA

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI TANGGAL

REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 2-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)
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NOMOR SOP : 1180/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN | : 12 Desember 2018
TGL. REVISI Do
TGL. EFEKTIF ;03 Januari 2019

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

DISAHKAN OLEH

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum A

JIn. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

\ & ;
NAMA SOP \)So g B /&N BERKAS PERKARA PT
/7N Pl
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKS c;*;‘;g:,fy
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang | 1. S-3 Hukum
Kearsipan 2. S-2 Hukum
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 3. S-1 Hukum
Kekuasaan Kehakiman 4. S- 1 Sistem Komputer
3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
5. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/I/2012  tentang  Standar Pelayanan
Peradilan
7. SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakuan Buku |l Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pemberlakukan Buku |
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor: 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan
Peradilan Umum
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1.  SOP Kepaniteraan Pidana 2. Komputer
2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. Printer
3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SIPP
4.  SOP Kepaniteraan Tipikor 5. Buku ekspedisi dan Berita Acara penyerahan berkas
6. Lemari / Rak Arsip
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan

peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik AISIH Petkata

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan

Mutu Baku

No. Aktivitas Staf Kepaniteraan | Panitera Muda| Petugas Persyaratan/ |Waktu Output Ket
Hukum Hukum Arsip Perlengkapan
1. | Menerima berkas - Berkas Perkara 10 | - Tandaterima
perkara dari ‘ - Berita Acara Menit [  penyerahan
Kepaniteraan Perdata, < ‘,: Tidak penyerahan berkas
Pidana umum, Tipikor, berkas perkara — Berita Acara
- Buku Ekspedisi Penyerahan
— Checklist
- ATK
2. | Meneliti kelengkapan - Berkas Perkara 20 | - Tandaterima | -
Berkas Perkara - Berita Acara Menit penyerahan
A( =/ \ penyerahan berkas
N berkas perkara ~ Berita Acara
- Buku Ekspedisi Penyerahan
- Checklist
3. | Menyusun berkas - Berkas Perkara 30 | - Berkas perkara| Susunan
perkara berdasarkan - Data lokasi Menit |  yang telah berkas
Tahun Perkara serta penyimpanan, tersusun rapi | disesuaikan
memasykkan ke dalam - Box Arsip dalam arsip dengan
box arsip Yy -~ Rak / lemari ketentuan
arsip Buku !
- Ruang arsip dan
perlengkapannya
4. | Menginput dan scan - Berkas Perkara, | 60 | - Data arsip -
data berkas perkara ke Data  perkara | Menit sudah terinput
dalam Sistem Informasi v yang diterima, dalam SIPP
Penelusuran Perkara — Buku Ekspedisi — Elektronik
(SIPP). - Komputer/ laptop Dokumen
- Elektronik terinput dalam
Dokumen aplikasi SIPP
- Aplikasi SIPP
5. | Membuat daftar isi dan - ATK 60 | - Berkas telah -
melekatkaq di sisi depan v - Komputer Menit/ diarsipkan
box file arsip - Berkas Perkara |berkas
- Data lokasi perkara
penyimpanan
- Box Arsip
- Rak / lemari
arsip
6. | Menerima laporan - Data Iokasi 10 | - Laporan -
pengarsipan telah h 4 penyimpanan. Menit/ pengarsipan
terlaksana ( ’ berkas
perkara

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN TINGGI

PONTIANAK
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak,
Kalimantan Barat
Telp.: (0561) 732065
Fax : (0561) 732065
Email : pengadilantinggipontianak@ gmail.com

Nomor Dokumen

W17.U/04/PMPT/SOP-HK/2021

Tanggal Pembuatan

09 Februari 2017

Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Revisi Ke 05
Tanggal Efektif 15 Juli 2021

Website : www.pt-pontianak.go.id

Disahkan Oleh

KETUA PT. PONTIANAK

SOP PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan

Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif.
TANGGAL

mzq\

DIBUAT

PANITERA MUDA HUKUM

DIKENDALIKAN
DOCUMENT CONTROL

STAMP | STEMPEL

APRIANTI, S.H.

SUBARI, S.H.

. NIP

DIPERIKSA

19710403 199003 2 002

197202201 99403 1 002

DISETUJUI

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

o

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

boesr

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

195 [%0404 198403 1 002

19550222 198303 1 002

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,
dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak 78124

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

TAPM PT — PONTIANAK 1|2
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PENGADILAN TINGGI Nomor Dokumen W17.U/04/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065 S
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
Email : pengadilantinggipontianak@gmail.com .
Website WWW.pt-pontianak.do.id Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI TANGGAL

REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 2-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PT — PONTIANAK 2 | 2
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NOMOR SOP : 1184/DJU/OT.01.3/12/2018
TGL. PEMBUATAN | : 12 Desember 2018
TGL. REVISI Do-
TGL. EFEKTIF ;03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH > i
MAHKAMAH AGUNG R.I. /<
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum &
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, ,’(<
Cempaka Putih, Jakarta Pusat s
\ RI'SWANTORO
» & INJAMAN DAN PENGEMBALIAN
NAMA SOP \iqajz BERKAS PERKARA
"N ERAUT
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSAP&:\P'“"‘//,
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang | 1. S-3 Hukum
Kearsipan 2. §-2 Hukum
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 3. S-1 Hukum
Kekuasaan Kehakiman 4. S-1 Sistem Komputer
3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang | 5. SLTA
Peradilan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
5. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/I1/2012  tentang  Standar Pelayanan
Peradilan
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
143/KMA/SK/VI1/2007 tentang Pemberlakukan Buku |
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor:  3/DJU/HMO02.3/6/2014 tentang Administrasi
Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan
Peradilan Umum
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
_ . 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. Komputer
2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. Printer
3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. Register Peminjaman berkas perkara
4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. Formulir Peminjaman berkas perkara
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan | 1. Buku register peminjaman arsip perkara
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik 2. Aplikasi Kearsipan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Staf Kepaniteraan |Staf Pengelola F;,a:&:‘d Persyaratan / Waktu Output
Hukum Arsip Perlengkapan
1. Menerima permintaan - Formulir 10 menit | Formulir peminjaman
peminjaman berkas perkara D peminjaman berkas
berkas
- Identitas
peminjam
- Alasan
peminjaman
2, Menerima fonnqlir - Formulir 10 Menit | syrat Peminjaman
peminjaman arsip be_rkgs y Tidak peminjaman berkas perkara yang
perkara yang telah diisi < berkas perkara telah diisi pemohon
- Buku register dan ditandatangani
peminjaman
arsip perkara
3 | Meneliti permohonan / - Formulir 10 menit | persetujuan Panmud
peminjaman berkas Ya > peminjaman Hukum (disposisi)
perkara. N\ berkas
4, g?r:cari d?kn Menglarlnpil — Data Arsip SIPP | 10 menit |Berkas perkara
as perkara melalui - - Arsip  Berkas
Sistem Informasi - Perkara
Penelusuran Perkara (SIPP)
5. Menginput peminjaman i SIPP dan Regiter 10 menit pata terinput  dalal
gle’;kpaz perkara dtalfrdn | Peminjaman SIPP  dan tercataq
an mencatat dalam rka dalam register
register peminjaman berkas berkas i
perkara
7. | Menyerahkan berkag. ) - Berkas Perkara | 20 menit | gykti peminjaman
perkara kepada peminjam - Buku ekspedisi
- Checklist
kelengkapan
berkas
8. | Pengembalian berkas ~ Berkas Perkara | 20 menit |Berkas lengkap sesuai
perkara ke Panmud Hukum Tidak ~ Buku ekspedisi checklist peminjaman
<+ ~ Checklist yang ditandatangani
kelengkapan oleh petugas penerima
berkas
- Bukti
peminjaman
9. | Meneliti kelengkapan ) - Berkas lengkap | 20 menit Disposisi Panmud
pengembalian berkas Ya sesuai checklist Hukum untuk
TN peminjaman diarsipkan kembali
yang
ditandatangani
oleh  petugas
penerima
10. Diarsipkart\ 'l:er‘r;blali dg?PP - ggrkaﬁ'pterkara 10 menit | Berkas diarsipkan dan
menginput ke dalam - ecklist yang pengembalian diinput
( >‘~ sudah dalam SIPP
ditandatangani
oleh  petugas
dan Panmud
- Disposisi
Panmud Hukum
- SIPP

Halaman 2 dari 2




W17.U/05/PMPT/SOP-HK/2021
09 Februari 2017

Nomor Dokumen
Tanggal Pembuatan

PENGADILAN TINGGI
PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021

Email : pengadilantinggipontianak@ gmail.com
Website : www. pt-pontianak.go.id

SOP PENYUMPAHAN ADVOKAT

Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan
Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan
Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan
bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat
tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL

15 Juli 2021

DIBUAT
PANITERA MUDA HUKUM

DIKENDALIKAN
DOCUMENT CONTROL

STAMP / STEMPEL

APRIANTI, S.H.

SUBARI, S.H.

NIP

19710403 199003 2 002

197202201 99403 1 002

DIPERIKSA DISETUJUI

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

i,

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.
195 ?0404 198403 1 002

| PERINGATAN !
Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

19550222 198303 1 002

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,
dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak 78124

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PT — PONTIANAK 12
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PENGADILAN TINGGI Nomor Dokumen W17.U/05/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
Email : pengadilantinggipontianak@ gmail.com .
Website WWW.pt-pontianak.do.id Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP PENYUMPAHAN ADVOKAT

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI TANGGAL

REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 2-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PT — PONTIANAK 2| 2


mailto:pengadilantinggipontianak@gmail.com
http://www.pt-pontianak.go.id/

.*A
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?

MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP 1191/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI Do

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2019

DISAHKAN QOLEH Direktur Jenderal

\a
&

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara
Elektronik

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan

6. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor

73/IKMAIHK.01/1X/2015  tentang  Penyumpahan

Advokad

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di
Pengadilan Secara Elektronik

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

=l

NAMA SOP éllf’ AHAN ADVOKAT
1 ERAOV
| DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSAW
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang | 1. S-3 Hukum
Advokad 2. §-2 Hukum i
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang | 3. S-1 Hukum '
Peradilan Umum 4. S-1 Sistem Komputer '
3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua | 5. SMU

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Hukum

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Ruangan Pelantikan
Rohaniawan

Dokumen Pendukung
Buku-Buku Referensi
Jaringan Internel
Aplikasi ECourt

000 N e G R

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelayanan Pengaduan
tidak akan terlaksana.

1. Daftar Advokat yang akan disumpah
2. Berita Acara Penyumpahan

Halaman 1 dari 2



Peiaksana MUTU BAKU
Aktivitas Panmud | panitial Verifi Porsyaratan f Output
Potuges PTSP | Hukum | T VermeSor] o wicer e | vy
Menerima Surat - Surat Aenit Dokumen
Peasmobonan sk parmohonan Perpyaratan longkan
dan Dokumen - t dan dokumen
Penyumpehan q_‘r Persyaratan
Advohat kelengkapan
advokat
Menelit - Surat Menit | Rekomandasi panitia
Dakumen Ya J\ permohonan
persyaralan » penyumpahan
advokat v_ - Surat
permohonen
dan dokuman
Persyaratan
kelengkapan
advokat
Persetujuan dan L -~ Rekomendasi menit | Disposisi
penentuan F- panitia persetujuan KPT dan
jadwral - ATK jadwal
penyumpahan penyumpahan
Pembiuatan - Sural menit Yonsep B
konsep BA i permohonan penyumpzhan yang
penyumpahan penyumnpahan sudah diparaf
- Surat
an
den dokumen
Parsyaratan
kelengkapan
advokat
- Rekomendasi
panitia
- Disposisi
perselujuan
KPT dan jadwal
penyumpahan
~ ATH
Penyumpahan Konsep BA Pmenit | BA penyumpahan
Advokat I I penyumpahan
yang sudah
diparsf
Menginpul - Bemla Acara ) Bhenil Besita Acars
Advoksat yang & Sumpah Sumpah
tetah [‘ - Buku register Tercatat dalam buku
disumpah register dan terinput
datam aplkasi kedalam apikasi
ECourt dan ECourt
mencatat
Berita Acara
Sumpah
dalam buku
registes
Menyerahkan . — SalinanBerita Ment | Tanda terma beria
Salinan Berita Acara Sumpah acara sumpah
Acara Sumpzah
kepada
Organisasi
Advokal
Pengarsipan - Tanda Terima Menit | Berkas dan bera
Berkas dan v Barita Acara acara sumpah telah
Bedita Acara C) Sumgah, tersimpan di arsip
Sumpeh — Barita Acara
Advokat Sumpah,
- Daftar Hadir

Halaman 2 dari2



Nomor Dokumen W17.U/06/PMPT/SOP-HK/2021

PENGADILAN TINGGI

Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017

PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065 S
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
Email : pengadilantinggipontianak@ gmail.com .
Website WWW.pt-pontianak.do.id Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP PENANGANAN PENGADUAN BERDASARKAN INISIATIF SENDIRI
(PASAL 7 PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016)

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan

Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif.
TANGGAL

DIBUAT

DIKENDALIKAN

1;&&!72024\

PANITERA MUDA HUKUM

DOCUMENT CONTROL

STAMP /. STEMPEL

APRIANTI, S.H.

SUBARI, S.H.

s NIP

19710403 199003 2 002

197202201 99403 1 002

" DIPERIKSA
QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

o

DISETUJUI

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Dr. RIDWAN RAML]I, S.H.,M.H.

19580404 198403 1 002 19550222 198303 1 002

PERINGATAN !
Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,
dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak 78124

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen

TAPM PT — PONTIANAK 1| 2
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PENGADILAN TINGGI Nomor Dokumen W17.U/06/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065 S
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
Email : pengadilantinggipontianak@ gmail.com .
Website WWW.pt-pontianak.do.id Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP PENANGANAN PENGADUAN BERDASARKAN INISIATIF SENDIRI
(PASAL 7 PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016)

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI TANGGAL

REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 2-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PT — PONTIANAK 2 | 2
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MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP 1186/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI Do

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2019
e

DISAHKAN OLEH ektur Jenderal

Peradilan Umum

NAMA SOP S e
ST
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSAN\A\:"_‘”
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur | 1. S-3
Sipil Negara 2. S-2
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang | 3. S-1
Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. SLTA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan
7. Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 &
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Hukum

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Alat Scanner

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
Aplikasi SIWAS

NG AWM

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik

Halaman 1 dari 3




Pelaksana

Mutu Baku
No Aktivitas . Hakim Tim Ket
Petugas Meja| Panmud Persyaratan / Waktu ut
Pengaduan [Hukum / Stafi KPT! WKPT PI::r:;gIg;h Pemeriksa Perlengkapan Output
1. Menerima pengaduan -~ Formulir 60 Menit | Pengaduan
masyarakat/Pelapor ( } Pengaduan, diterima dan
dalam bentuk lisan, - Register tercatat dalam]
tertulis maupun Pengaduan, Register
elektronik dan — Surat pengaduan
menyerahkan formulir Pengaduan.
pengaduan dan
mencatat register
pengaduan serta
menginput pengaduan
ke aplikasi SIWAS
MARI
2. | Menerima berkas v - gm(:;l 30 Menit | Tanda terima
pengaduan berkas
- Buku pengaduan
ekspedisi
- Berkas
pengaduan
- ATK
3. Menerima berkas A - Berkas 30 menit | Tanda terima
pengaduan dari pengaduan berkas
Panmud Hukum - B:ku disi pengaduan
ekspedisi
- ATK
4. | Penunjukan hakim A — Berkas 30 menit Surat.
penelaah zt_al-r;?aduan g::it::jukan
penelaah
5. | Melakukan penelaahan - Berkas& 60 menit Hasil telaah
pengaduan
— Surat
penunjukan
- Lembar
telaah
- ATK
6. | Menerima hasil telaah y - berkasd 60 menit ngg%pat KPT/
pengaduan
- hasil telaah {erhadap hasil
- ATK elaah
7. | Menunjuk tim - Berkas 60 menit Penunjukan tim
pemeriksa ‘L-| pengaduan pemeriksa
| | — Hasil telaah
-~ Pendapat
KPTMWKPT
8. Membuat rencana kerja v - Surat 120 menit Renca.t:; kerja
berdasarkan hasil pengaduan pemeriksaan
telaah Tim dan ~ Surat )
substansi pengaduan _;la_gnun;ukaqk
im pemeriksa
- Telaahan
BAWAS
~ATK
9. | Melaksanakan X - Renca_na kerja | 60 menit | Surat _
pemanggilan pihak atas| pemeriksaan panggilan
nama tim pemeriksa - Konsep Surat
melalui surat I g?rr'\?gllan
10. | Pemeriksaan pelapor, - Konsep BA 3 Hari BA
terlapor dan p?hakp A pRemeriksaan Pemeriksaan
terkait - Ruang
Pemeriksaan
-~ ATK
VE

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas - Hakim Tim Ket
Petugas Meja| Panmud - Persyaratan/ | Waktu Output
Pengaduan Hukum / Staf| KPT/ WKPT P::;?agaih Pemeriksa Perlengkapan
11.| Menginput berita acara - BA . 30 menit |BA .
g?wzrsik&a’\aslke aplikasi Kerlpkenlfsaan {Jeerﬁsﬁrséiaan
- Aplikasi
SIWAS aplikasi
- ATK SIWAS
| Pomericszan " Pamartamn | 120 et enksaan
emeriksaan
— Bukti-bukti telah ditanda
terkait tangani
- ATK
13 | Menginput Laporan — Surat 30 menit [Laporan hasil
Hasil Pemeriksaan ke gengaduan fel_'nenrzaTn
aplikasi SIWAS MARI — Surat erinput dalam
dan mengisi register \ 4 _;Ia_gnunjukapk SIWAS MARI
pengaduan | | im pemeriksa
— Telaahan Tim
- ATK
14 | Mengirim hasil v ll;aporqa Hasil 30 Menit ll;apora_; Hasil
emeriksaan emeriksaan emeriksaan
P D beserta telah
kesimpulan dan disampaikan
rekomendasinya
yang telah
ditandatangani

Halaman 3 dari 3




Email

Website :

PENGADILAN TINGGI

Nomor Dokumen

W17.U/07/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065 S
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021

: pengadilantinggipontianak@gmail.com
www. pt-pontianak.go.id

Disahkan Oleh

KETUA PT. PONTIANAK

SOP PENANGANAN PENGADUAN

BERDASARKAN DELEGASI

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan

Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL

DIBUAT

DIKENDALIKAN

—DIPERIKSA
QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

i,

KETU

15Juli 2821 PANITERA MUDA HUKUM DOCUMENT CONTROL
/s \ P
:
STAMP / STEMPEL APRIANTI, S.H. SUBARI, S.H.
W NIP 19710403 199003 2 002 197202201 99403 1 002

DISETUJUI
A PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

boesr

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

195 ?0404 198403 1 002

19550222 198303 1 002

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Tim Akreditasi Penjaminan

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,
dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Mutu

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianal

k 78124

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
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PENGADILAN TINGGI Nomor Dokumen W17.U/07/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi K 05
Telp.: (0561) 732065 evisi ke
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
mﬂ'site De”qad"a,”,_ t";;f’gg”&?;ﬁgiﬁ‘_’irga"'com Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP PENANGANAN PENGADUAN BERDASARKAN DELEGASI

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI TANGGAL

REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 1-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PT — PONTIANAK 2 | 2
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MAHKAMAH AGUNG R.1.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP : 1185/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN | : 12 Desember 2018
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF . 03 Januari 2019

irektur Jenderal
an Peradilan Umum

DISAHKAN OLEH

e~

ER HI\NANTORO

ANGANAN PENGADUAN

NAMA SOP K NDELEGASIAN DARI BAWAS

DASAR HUKUM :

e
A=
v

KUALIFIKASI PELAKSANA= —

1

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012 &
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

S-3 Hukum

S-2 Hukum

S-1 Hukum

S- 1 Sistem Komputer
SMU

G G0 Ry

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

SOP Kepaniteraan Hukum

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Alat Scanner

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
Aplikasi SIWAS

RNDO AWM=

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket
NO Aktivitas Tim
KPT/WKPT | PanmudHukum | Pemeriksa | Persyaratan/ | Waktu |  Output
Perlengkapan
1. | Menerima delegasi dari Aplikasi SIWAS 20 Menit | penunjukan
BAWAS dan menunjuk Tim tim pemeriksa | Dalam hal
pemeriksa < > BAWAS
belum
menunjuk
Tim
pemeriksa
2. | Mengisi register pengaduan| —  Aplikasi SIWAS |30 Menit | Register
\ 4 - Register pengaduan
LlL pengaduan telah terisi
3. Membuat rencana kerja -  Surat 120 menit|Rencana kerja
berdasarkan hasil telaah pengaduan pemeriksaan
BAWAS dan substansi A 4 - Surat
pengaduan penunjukan Tim
pemeriksa
- Telaahan
BAWAS
- ATK
4 Melaksanakan — Rencanakerja |60 menit| Surat
pemanggilan pihak atas pemeriksaan panggilan
nama tim pemeriksa C_JL' —  Konsep Surat
melalui surat panggilan
- ATK
5. Pemeriksaan pelapor, - Konsep BA 3 Hari [BA
terlapor dan pihak terkait \ 4 pemeriksaan Pemeriksaan
- Ruang
Pemeriksaan
- ATK
6. | menginput berita acara \ - BA pemeriksaan |30 menit |[BA
pemeriksaan ke aplikasi - Aplikasi SIWAS pemeriksaan
SIWAS MARI - ATK terinput di
aplikasi SIWAS)
7. Membuat Laporan Hasil —  Berita Acara 420 menid Laporan hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan
—  Bukti-bukti telah ditanda
terkait tangani
- ATK
8. | Menginput Laporan Hasil Aplikasi SIWAS 30 Menit [Laporan hasil
Pemeriksaan ke aplikasi Laporan Hasil pemeriksaan
SIWAS MARI dan mencatat| Pemeriksaan berikut terinput
dalam register pengaduan < kesimpulan dan pada aplikasi
rekomendasinya SIWAS dan
ATK tercatat di
register
pengaduan
9. | Mengirim hasil Laporan Hasil 30 Menit [Laporan Hasil
pemeriksaan é Pemeriksaan beserta Pemeriksaan
kesimpulan dan telah
rekomendasinya disampaikan
yang telah
ditandatangani

Halaman 2 dari 2




Email

Website :

PENGADILAN TINGGI

Nomor Dokumen

W17.U/08/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi Ke 05
Telp.: (0561) 732065 S
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021

: pengadilantinggipontianak@gmail.com
www. pt-pontianak.go.id

Disahkan Oleh

KETUA PT. PONTIANAK

SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN)

LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Pontianak, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan

Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif.
TANGGAL

1543l 2021

DIBUAT

PANITERA MUDA HUKUM

DIKENDALIKAN
DOCUMENT CONTROL

STAMP / STEMPEL

APRIANTI, S.H.

SUBARI, S.H.

NP
DIPERIKSA

19710403 199003 2 002

197202201 99403 1 002
DISETUJUI

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

i,

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

boesr

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

195 ?0404 198403 1 002

19550222 198303 1 002

PERINGATAN !

Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy,
dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak 78124

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
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PENGADILAN TINGGI Nomor Dokumen W17.U/08/PMPT/SOP-HK/2021

PONTIANAK Tanggal Pembuatan | 09 Februari 2017
JI. Ahmad Yani No.114 Pontianak, Tanggal Revisi 15 Juli 2021
Kalimantan Barat Revisi K 05
Telp.: (0561) 732065 evisi ke
Fax : (0561) 732065 Tanggal Efektif 15 Juli 2021
mﬂ'site De”qad"a,”,_ t";;f’gg”&?;ﬁgiﬁ‘_’irga"'com Disahkan Oleh KETUA PT. PONTIANAK

SOP PEMBUATAN LAPORAN PERKARA (BULANAN/ 4 BULANAN/ 6 BULANAN)

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI TANGGAL

REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 1-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PT — PONTIANAK 2 | 2
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MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP 1183/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN 12 Desember 2018

TGL. REVISI o

TGL. EFEKTIF 03 Januari 2019
e

DISAHKAN OLEH irektur Jenderal

eradilan Umum

7] RLSWANTORO
AN LAPORAN PERKARA
NAMA SOP ULANANLA BULANAN/ 6
AHUNAN)
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS|I PELAKSANA :
1. SK  KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang | 1. S-3 Hukum
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas | 2. S-2 Hukum
dan Administrasi Pengadilan 3. S-1 Hukum
2. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor: 7 Tahun 2015 4. S-1 Sistem Komputer
Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan | 5. SMU

Kesekretariatan Peradilan

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
139/KMA/SK/IX/2011 tentang pemberlakuan formulir
laporan pengadilan versi baru secara elektronik

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012  tentang  Standar Pelayanan
Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor:  3/DJU/HMO02.3/6/2014 tentang administrasi
pengadilan berbasis teknologi informasi di lingkungan
peradilan umum

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)

1.  SOP Kepaniteraan Perdata 2. Komputer

2. SOP Kepaniteraan Pidana 3. Printer

3. SOP Kepaniteraan Tipikor 4. Buku ekspedisi

4. SOP Kepaniteraan Hukum 5. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
6

Formulir-formulir laporan

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Laporan perkara Perdata, Pidana, Pidana Anak dan Tipikor

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
NO. Ketua /
Aktivitas Kepaiﬁ;raan Panitera Muda| Panitera | tl'(aetua Persyaratan/ | Waktu Output Ket
Hukum Hukum Perlengkapan
1 thinerin: taporan [ Laporan data 60 Menit|Laporan data
Ka a p‘; ara d;‘” . ( ) Perkara Perdata, Perkara dari | Disesuai
P%pan ?Faz.'l'(‘ erdata, pidana dan Tipikor masing-masing{ kan
aana, Tipikor - Buku ekspedisi panmud dengan
tersedia jenis
___ laporan
2. :Vlereka;:(utulgsl ‘LI _ Laporan data dan [360 menif Konsep
ap:(ran Iza %i" . klasifikasi jenis laporan
per] afa.lk asifikasi | | Perkara Perdata, keadaan
Jenis perkara pidana dan Tipikor perkara dan
klasifikasi jenis|
perkara
3 Membutat surat v . Konsep faporan |30 Menit| Konsep Surat
pengantar |: I | Tidak keadaan perkara pengantar
dan klasifikasi yang sudah di
perkara paraf
- Konsep surat
_ pengantar
4. renelm l;onsdep L Konsep Laporan |60 Menit|Konsep
aporan keadaan va | / keadaan perkara Laporan
perkara, klasifikasi > i kead
jenis perkara, dan TN L Klasifikasi jenis e?k aa"d
surat pengantar perkara perkara can
| Konsep Surat klasifikasi jenis
pengantar yang perkara
sudah di paraf Konsep Surat
pengantar
yang sudah di
tandatangani
5. allenandlatangani L Konsep Laporan |30 Menit| Laporan
onstep aporan dan keadaan perkara, keadaan
surat pengantar y klasifikasi jenis perkara,
E] perkara, dan Surat klasifikasi jenis
Pengantar yang perkara, dan
telah diparaf Surat
Pengantar
yang telah
ditandatangani
_ Panitera
6. :Vlenandatangam L Laporan keadaan |30 Menit|Laporan
;itpor(a’ntyang sudah perkara, klasifikasi keadaan
a!'; atangani jenis perkara, dan perkara,
panilera > Surat Pengantar klasifikasi jenis|
yang telah perkara yang
ditandatangani telah
Panitera ditandatangani
KPTWKPT
7. kMengirimkan laporan - Laporan keadaan |30 Menit| Bukti
eac{aan perkara perkara, klasifikasi pengiriman
ﬁ‘::ﬁ:rhsz';et"ka“ Y jenis perkara, dan laporan
I Surat Pengantar
E yang telahg
ditandatangani
8. kMez’Lgaa::ig:f:a'raan“ v L Laporan keadaan |10 menit|Arsip
perkara, klasifikasi
‘ ’ jenis perkara, dan
Surat Pengantar
yang telah
ditandatangani
|- Bukti pengiriman
laporan
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Keseluruhan (Menyesuaikan
Penyeragaman SOP

1. 2-4 Kepaniteraan oleh Direktur KPT 15 Mei 2017
Jenderal Badan Peradilan
Umum MARI)

Revisi Kop SOP Perubahan
Nomenklatur Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat menjadi
Pengadilan Tinggi Pontianak
Penyesuaian berdasarkan SK
3. 1-4 Dirjen Badilum Nomor : KPT 03 Januari 2019
2012/DJU/SK/PS01/12/2018
Revisi Top Manager dan QMR

KPT 19 Januari 2018

4. 1-4 PT. Pontianak (Mutasi dan KPT 03 Februari 2020
Promosi)
Revisi QUALITY

5. 1-4 MANAGEMENT KPT 15 Juli 2021

REPRESENTATIVE PT.
Pontianak (Mutasi)
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MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP

1181/DJU/OT.01.3/12/2018

TGL. PEMBUATAN

12 Desember 2018

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

03 Januari 2019
P

DISAHKAN OLEH

E ektur Jenderal
Peradilan Umum

NAMA SOP

AN PEMBERIAN INFORMASI
ERATAN

DASAR HUKUM :

e

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

9. S-3 Hukum
10. S-2 Hukum

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang | 11. S-1 Hukum
Pelayanan Publik 12. S- 1 Sistem Komputer
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik | 13. SLTA
Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011  Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
4.  Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012  tentang  Standar Pelayanan
Peradilan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi
Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar
Meja Informasi di Pengadilan
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. Komputer
2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. Printer
3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. Register Permohonan Informasi
4. SOP Kepaniteraan Tipikor 5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan
peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Register Permohonan Informasi, Formulir pendukung lainnya

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Penanggung PPID Atasan Persyaratan / Waktu Output
No. Aktivitas Petugas PTSP [awab Informasi| (Panitera & PPID | Perlengkapan
Sekretaris)

1. | Menerima permohonan - Formulir 16 Menit Pemohonan
informasi baik secara permohonan Informasi
langsung maupun Tidak _ ;
secara tidak langsung ( ] g:l;lp / Bukti
dan meminta identitas
diri dan rincian - Komputer
informasi yang - Buku register
dibutuhkan -ATK

2. | Mencatat permohonan - permohonan 10 Menit Permohonan
informasi dalam informasi Informasi tercatat
register - Data diri dalam register

pemohon
- Register

3. | Meneruskan - permohonan 30 Menit Keputusan tentang|
permohonan informasi informasi pemberian
kepada PPID karena - Data diri informasi
informasi tidak bisa g pemohon
diputuskan oleh o - Informasi
penanggung jawab yang tersedia

4 | Dalam hal PPID - Surat 60 Menit | Surat jawaban
menolak permohonan Permohonan disertai dengan
informasi pemohon alasan penolakan

informasi

> - Tanggapan /
jawaban
tertulis  dari
PPID

5 | Mengabulkan atau - Surat 60 Menit 1. Surat
menolak keberatan Permohonan mengabutkan
atas permohonan Y / pemohon keberatan
informasi 2 informasi dengan

\ - Keberatan memberikan
atas informasi atau
penolakan 2. Menguatkan

penolakan

6. | Menyiapkan informasi - permohonan 60 Menit Informasi yang
sesuai dengan informasi tersedia
permintaan pemohon - Data diri

< pemohon
- Informasi
yang tersedia

7 | Menyerahkan informasi - Informasi 15 Menit Tanda terima
melalui PTSP yang tersedia

< - Biaya
fotokopi

8 | Arsip - Berkas 15 Menit Berkas

permohonan diarsipkan

informasi dengan rapi
_( ) - Keberatan
” atas

penolakan

- Surat
jawaban
atasan PPID

Halaman 2 dari 2
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